BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Faktor yuridis yang menyebabkan para investor menggunakan
platform investasi ilegal berbasis Binary Option.

Investor yang berinvestasi di platform investasi berbasis Binary
Option hanya untuk mencari keuntungan dalam waktu singkat serta para
investor yang menggunakan platform investasi ilegal berbasis Binary
Option tidak memperdulikan legalitas atas berdirinya platform tersebut
dan apakah akan mendapat perlindungan hukum atau tidak apabila
mengalami kerugian atau dirugikan yang disebabkan oleh platform ilegal
tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki wewenang dalam
investasi berbasis Binary Option apabila dilihat dari pasal 6 Undang —
Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Maka dari
itu, platform investasi ilegal berbasis Binary Option bukan merupakan
produk dari sektor jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud di dalam
pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Maka, Binary
Option tidak berada dibawah pengaturan dan pengawasan tugas OJK.
Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat berdasarkan pasal 4 huruf ¢ Undang — Undang
Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan pasal 28 huruf a

Undang — Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran
yang dapat disampaikan adalah agar para masyarakat dan konsumen tidak
terjerumus kedalam investasi ilegal ataupun investasi berbasis Binary
Option yaitu dengan cara tidak mudah tertarik dengan iming — iming yang
tidak masuk akal seperti keuntungan dalam waktu singkat, tanpa resiko, dan
yang paling utama selalu memeriksa izin pemerintah dan legalitas atas
perusahaan investasi tersebut apakah legal atau tidak dan apabila konsumen
dan masyarakat menemukan hal — hal seperti di atas maka sudah dipastikan
perusahaan investasi tersebut ilegal. Cara mudah untuk masyarakat dan
konsumen dapat mengetahui apakah entitas tersebut ilegal atau tidak adalah
dengan cara memeriksa perusahaan tersebut di internet dan memeriksa
apakah ada izin berdiri perusahaan tersebut dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) apabila perusahaan tersebut bergerak di bidang kegiatan jasa
keuangan di sektor perbankan, bidang kegiatan jasa keuangan di sektor
pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana
pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, apabila
perusahaan tersebut bergerak di bidang komoditi seperti memperjual
belikan emas, perak, perunggu, timah, batubara, dan minyak sawit (Crude
Palm Qil), maka perusahaan tersebut harus memiliki izin usaha dari Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Selanjutnya
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selalu memberikan edukasi serta informasi
akan bahaya dari investasi ilegal dan berharap agar masyarakat dan
konsumen cermat dalam memilih investasi yang berizin dari pemerintah
agar tidak ada lagi korban investasi ilegal di Indonesia. Tetapi, apabila
investor merasa dirugikan terhadap investasi ilegal berbasis Binary Option
maka investasi berbasis Binary Option dapat di bawa ke ranah hukum
pidana biasa seperti perbuatan melawan hukum dan hukum perdata seperti
wanprestasi apabila para pengguna investasi berbasis Binary Option ingin

mengajukan gugatan.
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